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MOTTO

" Pemberian yang berasal dari rasa keadilan adalah lebih mulia dari
pada pemberian yang berasal dari belas kasthan".

(Khalil Gibran)'

' Hikmah-Hikmah Kehidupan, 1993, Jakarta, Pustaka Jaya.
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RINGKASAN

Perempuan adalah subyek sckaligus obyek yang sangat berperan dalam
kehidupan manusia.Perempuan seringkali digolongkan sebagai masyarakat
golongan lemah (second class citizen) akhir-akhir ini makin terpuruk.
Meningkatnya kejahatan seks yang mengakibatkan korban perempuan dalam
jumlah cukup banyak, merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa korban
perempuan lebih rentan walaupun laki- laki juga bisa menjadi korban kejahatan
scks, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati
(dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mudah sekali terjadi. Keadaan
inilah yang mengandung beberapa pokok persoalan yang harus dijernihkan, antara
lain: bagaimana pengertian dari korban kejahatan scks terhadap perempuan?,
bagaimanakah pemidanaan terhadap penjahat seks?, bagaimana kebijakan
pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban
kejahatan seks?. Hal ini menunjukkan bahwa korban semestinya mendapatkan
perlindungan hukum yang memadahi.

Skripsi dengan judul "Suatu Tinjauan Yuridis Viktimologis Tentang
Kejahatan Seks Terhadap Perempuan (Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg No
612 K/Pid /1985)". Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengertian
korban kejahatan seks terhadap perempuan, pemidanaan terhadap penjahat seks
dan kebijakan serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap
korban utamanya perempuan. Sebagai fakta diambil dari kasus pemerkosaan
terhadap anak dibawah umur dalam putusan M.A. R.I.Reg No 612.k/Pid/1985,
Varia Peradilan Tahun Il no 24, 1987.

Perlindungan terhadap korban kejahatan seks khususnya perempuan
haruslah bisa menyentuh dan dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan.
Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Viktimologis.Yuridis
Normatif dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan dan
pendapat para sarjana yang didalamnya terkandung norma.Viktimologis
merupakan salah satu upaya agar korban mendapatkan hak-hak nya dengan

harapan hukum akan melindungi kepentingan korban.
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Korban kejahatanseks terhadap perempuan adalah seseorang(perempuan)
yang menderita kerugian fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat
karena relasi seks yang didasari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diluar
kehendaknya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat
untuk kepentingan pelaku, kerugian mana juga dialami oleh keluarga maupun
lingkungan tempat tinggalnya(milliaeu). Perlindungan hukum terhadap korban
melalui pemidanan terhadap pelaku belum maksimal. Disparitas penjatuhan
pidana sering kali terjadi karena tidak adanya ancaman pidana minimal dalam
KUHP sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan akibat
delik yang ditimbulkan. Kebijakan pemerintah sebagai upaya perlindungan
terhadap korban kejahatan seks(perkosaan) melalui dua pendekatan yaitu
Kebijakan legal dan Kebijakan non legal Kebijakan legal ditempuh melalui tiga
cistem hukum  yaitu dar segi subtansi hukum(legal subtansi), Penegak
hukum(legal structure) mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai
peradilan dan budaya hukum (legal culture). Kebijakan non legal dilakukan
melalui pendekatan medik maupun psikologis terhadap diri korban.

Alternatif solusi sebagai upaya perlindungan korban, adalah perlu dibuat
perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi(korban), memberikan
bantuan medis, psikologis/psikiatris secara langsung terhadap diri korban, dan
memberikan arahan pada korban untuk menggunakan haknya yaitu mengajukan

gugatan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Xi
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dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma-agama,
kesusilaan, kesopanan dan hukum, yang sering kali merugikan kaum perempuan.
Kerugian itu berupa ancaman kekerasan atau kekerasan, dapat berupa ancaman
fisik maupun ancaman psikis. Ancaman fisik adalah ancaman yang dapat
membahayakan tubuh sescorang, sedangkan ancaman psikis tertuju pada
kejiwaan.(M.Khoidin Jawa pos.9 Juli 1998).

Kejahatan seks khususnya perkosaan sering kali terjadi. Dalam setiap
kejahatan seks (perkosaan) yang menjadi korban kebanyakan perempuan dan
anak-anak, tidak peduli agama, etnis, usia dan status sosial mereka. Kejahatan
scks (perkosaan) terjadi karena perilaku yang menyimpang (abnormal) dari
pelaku. Tingkah laku yang normal sendiri adalah tingkah laku yang adekuat
(serasi. tepat) vang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku
pribadi vang normal tersebut ialah "sikap hidup/attitude-nya" sesuai dengan pola
kelompok masyarakat tempat ia berada, sehingga tercapai satu relasi interpersonal
dan intersosial yang memuaskan. (Kartono, 1989: 2)

KUHP maupun KUHAP tidak membedakan gender si pelaku dan korban
tindak pidana apakah laki-laki ataupun perempuan, Padahal dalam kenyataanya
kerugian yang diderita oleh korban perempuan jauh lebih besar dari pada laki-laki.
Bentuk kerugian itu misalnya pertama (dalam perkosaan) perempuan (terlepas
dari usia, status perkawinan, latar belakang, ekonomi, bentuk fisik, suku bangsa)
sangat rawan terhadap kemungkinan diperkosa. Kedua dalam kasus perkosaan
biasanya yang dipersalahkan oleh masyarakat umum ialah perempuan(sebagai
"penggoda"), sedangkan laki-laki atau pemerkosa walaupun memang disalahkan
tetap dianggap sebagai kesalahan yang biasa sebagai seorang laki-laki.

Kejahatan seks khususnya perkosaan selalu memiliki dua sisi yakni
kekerasan fisik dan kehancuran psikologis bagi korbanya. Kehancuran psikologis
seringkali lebih mendalam dan bahkan permanen dampaknya, yang antara lain
berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung ataupun tidak
langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan, pribadinya, anak-

anaknya dan keluarganya.
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Kejahatan seks setidaknya melibatkan 2 pihak yaitu pelaku dan korban,
selama ini korban sering terlewatkan. Padahal korban mempunyai tanggung jawab
fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban kejahatan seks (perkosaan) sering
kali tidak mengadukan kejadiannya kepada aparat penegak hukum,sehingga
kejahatan seks (perkosaan) dikatakan oleh para kriminolog dan pakar hukum
sebagai dark number. Dimanapun dan dibawah vurisdiksi apapun kejahatan seks
(perkosaan) dan korbannya memiliki spesifik yang berbeda dengan kejahatan lain.
Korban sering kali merasa malu, rendah diri, rasa dihinakan yang luar biasa dan
seringkali korban tidak percaya bahwa aparat penegak hukum akan melindungi

mercka.

Viktimologis disini merupakan disiplin ilmu yang menggagas masalah
korban baik korban hukum, politik, sosial maupun budaya, diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan kejahatan seks terhadap perempuan. Disamping
itu viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri keluar dari
induknya kriminologi merupakan usaha perbaikan yang memberikan perhatian
terhadap korban dalam sistem peradilan  pidana. Kriminologi  sendin
membicarakan tentang pandangan terhadap penjahatnya yaitu mempelajari aspek
penjahatnya, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaanya (penologi).
Tujuan dan manfaat viktimologi scbhagai ilmu yang berdiri sendiri menurut Prof
Muladi (1988: 38-31):

|. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,

7 Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya

viktimisasi,

s

Pengembangan sistem tindakan  guna mengurangi  penderitaan
manusia.

Orientasi terhadap korban ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi
perhatian terhadap upaya pembinaan narapidana, melainkan menempatkan korban
sebagai salah satu bagian mutlak dipertimbangkan dalam proses pidana.
Berdasarkan analisa diatas, akhirnya penulis memilih judul "SUATU TINJAUAN
YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP
PEREMPUAN (Putusan Mahkamah Agung.R.1L.Reg Nomor 612.K/Pid/1985)".
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Dengan harapan dapat menjawab terhadap berbagai bentuk kejahatan seks

terhadap perempuan selama ini.

1.2 Ruang Lingkup

Batasan pembahasan mengenai skripsi dengan judul "SUATU TINJAUAN
YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP
PEREMPUAN (Putusan Mahkamah Agung.R.1.Reg Nomor 612.K/Pid/1985)".
Arti viktimologis disini adalah disiplin ilmu yang menitik beratkan pada
keberadaan victim ( korban). Penulis membatasi pada korban perempuan
meskipun tidak menutup kemungkinan adanya korban laki-laki, pembatasan ini
untuk memberikan batasan permasalahan yang akan penulis bahas. Judul ini
mengandung arti bahwa terjadinya kejahatan seks akan menimbulkan dampak
negatif terhadap korban, khususnya perempuan berikut perlindungan hukum
serta kebijakan yang semestinya diberikan oleh negara terhadap perempuan
korban kejahatan seks (perkosaan) Sesuai dengan judul tersebut maka
pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada pengertian diatas dalam perkara
putusan MA R.1.Reg Nomor 612.K/Pid/1985.

1.3 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan
sebagai berikut :
|. Bagaimana pengertian dari korban kejahatan seks terhadap perempuan?
2. Bagaimanakah pemidanaan terhadap penjahat seks ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap
perempuan korban kejahatan seks selama ini ?
i.4 Tujuan Penulisan
Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengertian dari korban kejahatan seks terhadap

perempuan

2. Untuk mengetahui pemidanaan yang tepat bagi para penjahat seks
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3. Untuk mengetahui kebijakan atau upaya yang ditempuh oleh
pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan
korban kejahatan seks

1.5 Metodolegi

Metodologi diperlukan agar tulisan ini dapat tercapai suatu cara untuk
menemukan, mengembangkan, mengartikulasikan dan menguji kebenaran sualu
pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicapai dengan
menggunakan metode ilmiah untuk mencapai kebenaran obyektit yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.5.1 Metode Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini  penulis menggunakan pendekatan
masalahYuridis normatif dan Viktimologi. Yuridis Normatif yaitu pendekatan
masalah dengan menelaah buku-buku atau literatur vang berist konsep-konsep
serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana yang mengandung
norma yang ada kemudian dihubungkan dengan masalah. Viktimologi adalah
merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari pada teori-teori etiologi kriminil
yang ada, yang berusaha menjeiaskan masalah terjadinya berbagai macam
kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya
secara dimensional yakni korban kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial
yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi,
yuridis, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan
saling mempengaruhi satu sama lain. Viktimologi disini bertujuan agar korban
menerima hak-hak nya dengan harapan hukum akan melindungi kepentingan
korban sehingga terjadi perubahan hukum. Pendekatan ini dilakukan guna
mendapatkan bahan kajian secara teoritis guna membatasi dan memecahkan

masalah yang ada.
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1.5.2 Sumber Data

Penulisan skripsi  ini menggunakan Sumber Data Skunder yang
dilakukan dengan mengkaji kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis
berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang
berwenang dan sekaligus untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk

keterangan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.(Soemitro,
1990:52).

1.5.3 Pengumpulan Data

Pencarian data guna mendukung penulisan ilmiah int dilakukan dengan
metode pengumpulan data melalui Study Kepustakaan yang dilakukan dengan
membaca, menelaah  literatur-literatur, makalah-makalah, majalah, surat kabar
dengan menitik beratkan pada teori-teori, konsep serta pendapat sarjana yang erat

hubunganya dengan skripsi ini .(Soemitro, 1990:97)

1.5.4 Analisa Data

Penyusun dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang
akan dibahas memakai analisis deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh
gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka
bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun untuk menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara
mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan

yang bersifat khusus.
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IL. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus posisi atau fakta perkosaan terhadap anak dibawah umur yang

akan diuraikan dalam bab ini, berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI
Reg Nomor 612, K /Pid / 1985, adalah sebagai berikut :

&

tud

o

Tanggal 17 Maret 1983 sekitar jam 19.00 WIT, Nona Suhaimi Abdul Haji
(usia 14 tahun) berniat belajar mangaji dirumah Raib Hi Wajir (usia 35 tahun),
Setelah Suhaimi Abdul Hajir tiba dirumah Raib Hi Wajir hendak masuk lewat
pintu depan dimana dia (Suhaimi Abdul Haji) menemui Raib Hi Wajir duduk
sendirian dikamar depan. Pada waktu itu Raib Hi Wajir melihat Suhaimi
Abdul Haji dan memanggilnya, waktu Suhaimi Abdul Haji masuk Raib Hi
Wajir menyatakan pada Suhaimi Abdul Haji " mari saya mau suruh " Oleh
Suhaimi Abdul Haji dijawab "tunggu dulu " tapi Raib Hi Wajir mengatakan
cepat-cepat tidak lama,

Begitu Suhaimi Abdul Haji mendekat, Raib Hi Wajir memegang tangannya
dan membawa Suhaimi Abdul Haji diberangka (kalimati/bekas aliran sungai)
yang jaraknya kira-kira 6 meter, Raib Hi wajir lalu menutup mulut dan mata
Suhaimi Abdul Haji dan membantingnya,

Kemudian Raib Hi Wajir membuka baju, BH, dan celana dalam Suhaimi
Abdul Haji dan Raib Hi Wajir memperkosa. Selesai perbuatan itu Raib Hi
Wajir memberikan baju dan kain batik sedangkan cclana dalamnya tidak
serta mengancam akan membunuh Suhaimi Abdul Haji apabila dia
menceritakan pada orang lain,

Pada malam itu juga setelah perbuatan itu Suhaimi Abdul Haji menceritakan
kejadian itu pada Istri Raib Hi Wajir Yaitu Cilimah Rasid dan Suhaimi Abdul
Haji menangis sehingga terdengar oleh orang tuanya, Rosina Abas saat itu
juga Rosana Abas marah dan memaki Raib Hi Wajir,

Tiba-tiba Raib Hi Wajir datang dan mengatakan jangan ribut lagi mari

bersama-sama kerumah dan dia berjanji akan menceritakan yang sebenarnya.
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Raib Hi Wajir mengatakan bahwa dia tidak melakukan perkosaaan, tetapi
Suhaimi Abdul Haji menentang pernyataan tersebut sehingga Raib Hi Wajir
tidak berbicara lagi, setelah itu Suhaimi dan Rosiana Abas Pulang,

7. Besoknya tanggal 18 Maret 1983 Rosiana Abas dan Suhaimi melaporkan
kejadian itu pada polisi, 3 hari kemudian barulah Rosiana Abas dan Suhaimi
pergi ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan ke Dokter, Menurut hasil
Visum Ft Repertum dokter Gatot Toerido Broto, dokter pada RSU Ternate
dan surat keterangan Kepala Balai Pengobatan Makian , tanggal 17 maret
1983 vang tertera pada hasil pemeriksaan tanggal 26 Maret 1983 bahwa
Suhaimi Abdul Haji diperkosa oleh seorang laki-laki, mengalami luka pada
mulut vagina dan pembengkakan disekitar liang senggama dan ditemukan
pendarahan serta selaput darah sudah tidak intank (utuh)

Berdasarkan laporan Rosiana Abas kepada polisi untuk menuntut Raib Hi Wajir

secara secara hukum. Pihak Kepolisian setempat mengusut pengaduan Rosiana

Abas dan berkas perkaranya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Ternate, Jaksa

Penuntut Umum (JPU) mengajukan berkas perkara ke P.N. Ternate dengan

mengajukan terdakwa Raib Hi Wajir, dengan dakwaan tunggal pasal 285 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Requisitornya mengatakan bahwa terdakwa

terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Barang siapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan
istrinya bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan
perkosaan". Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 285 KUHP. menuntut
supaya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya
bersetubuh dengan dia dan agar dijatuhi pidana selama 2 tahun potong tahanan

dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7500.-

PENGADILAN NEGERI

Hakim pertama memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan

hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah terbukti bersetubuh dengan saksi korban
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Bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa mulutnya dan
matanya ditutup oleh terdakwa dan tidak ditunjang oleh saksi-saksi tambahan
lagi, saksi korban dalam memberikan keterangan itu tidak disumpah karena
masih dibawah umur.

Bahwa dalam alasan hukum ini, maka hakim pertama berpendirian unsur delik

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak terbukti secara sah

Mengadili

Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Raib Hi Wajir atas kejahatan yang
didakwakan kepadanya itu tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan
sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak)
Mernyatakan bahwa barang bukti berupa satu lembar kain batik dan satu
daster warna ungu tua bintik putih dikembalikan pada saksi Suhaimi Abdul
Haiji, menyatakan pula bahwa biaya perkara dibebankan pada negara.

Atas putusan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi,
Mahkamah Agung

Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan

pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa P.N Ternate telah salah menerapkan hukum karena putusan tersebut
dipertimbangkan secara tidak sempurna onvoldoende gemotiveerde yaitu
pengadilan tidak mempertimbangkan dalam putusannya dengan adanya bukti
Visum et Repertum yang terdapat dalam berkas perkara yang bersangkutan,
Bahwa mengambil alihi pertimbangan hakim perlama yang dianggap sudah
tepat tentang terbuktinya fakta bahwa terdakwa telah bersetubuh dengan saksi
korban Suhaimi Abdul Haji,

Bahwa tentang unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan menurut

Mahkamah Agung telah terbukti.

Mengadili

Menerima  permohonan pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate

Membatalkan putusan P.N. Ternate tanggal 24 Juli 1984 No 31/Pid.B/1983/Pn
Tte;
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Mengadili Sendiri

Menyatakan bahwa Raib Hi Wajir terbukti secara sah dan menyatakan
bersalah melakukan kejahatan "Perkosaan”

Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun potong tahanan
Memerintahkan barang bukti berupa sehelai kain batik dan satu daster warna
ungu tua dikembalikan kepada saksi korban

Menghukum termohon kasasi/terdakwa membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sebesar Rp.7.500,- dan dalam tingkat kasasi sebesar
Rp.2.500.-

2.2 Dasar hukum.

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi memerlukan landasan yuridis dalam
pembahasan dari permasalahan yang diungkapkan. Landasan Yuridis atau
dasar hukum yang penulis pakai dalam penulisan ini tertuang dalam :
1. KUHP (Persetubuhan dengan kekerasan diluar pernikahan) vaitu :

a. Pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12

tahun ".

b. Pasal 287 ayat (1)

" Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan
padahal diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa umumya
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa
belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun".

KUHAP (bab XI1I, Ganti kerugian) Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) sampai

]

dengan pasal 101 KUHAP, dimana dimungkinkan penggabungan perkara
pidana dan perdata..
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3 Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian ilu, mengganli kerugian iersebul”,

4. Keppres No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan. Pasal 1"Dalam Rangka mencegah dan
penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan, dibentuk komisi
bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan”.

Lh

Surat Edaran Makamah Agung No 05 Tahun 1973 tentang Pemidanaan
agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya
6. Surat Edaran Makamah Agung No [ Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar

setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya .

2.3 LANDASAN TEOR!
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Vikiimoiogi
Hukum pidana menurut Lemaire (dalam Lamintang:1997:2) adalah”
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan
suatu sanksi berupa hukuman vakni suatn penderitaan yang bersifat khusus.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu
sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan mana (hal melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu  dimana terdapat suatu keharusan untuk
meiakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat
dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi petindak ".
Moeljatno (dalam M.Projohamidjojo,1997:6) mengatakan bahwa Hukum
Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang iclah diancamkan

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut
(Bambang Poernomo,1985:22)

4. Satochid Kartanegara (1:1-2) bahwa Hukum pidana dapat dipandang dari
beberapa sudut yaitu :

| Hukum Pidana dalam arti Obyektif (Ius punale) ialah semua
peraturan yang mengandung keharusan /larangan terhadap
pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat
siksaan.

7 Hukum Pidana dalam Arti Subyektif (Ius puniendi) ialah hak
negara /alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana
obyektif.

Hukum pidana dalam perkembangannya memerlukan sumbangan pemikiran
dari ilmu pengetahuan lain yaitu Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang
menggunakan metode-metode ilmiah  daiam mempelajari dan menganalisa
masalah keajekan, keseragaman, pola-pola serta faktor-faktor kausal yang
berhubungan dengan kejahatan, pemjahat serta reaksi- reaksi sosial terhadap
keduanya (Marvin E Wolfgang et al,1970). Jadi disini antara hukum pidana dan
kriminologi hanya terjadi perbedaan obyeknya, dimana obyek hukum pidana
adalah peristiwa pidana dan ancaman pidana, sedangkan kriminologi memberikan
sumbangan pemikiran yang besar bagi perkembangan hukum pidana karena
kriminologi memberikan sumbangan pemikiran tentang :

|. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai prilaku

manusia dan lembaga- lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi

kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum .

b9

Mencari cara- cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini
dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah untuk

mengurangi dan menanggalangi kejahatan.
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Dalam Kriminologi konvensional, para ilmuan dalam mencari sebab-
sebab terjadinya kejahatan lebih banyak berorientasi pada pelaku (offender) dan
t:dak atau kurang memperhatikan pihak lain yaitu korban yang secara faktual juga
ikut terlibat baik langsung maupun tidak Ingsung dalam suatu tindak kejahatan
(Gosita, 1993 :8).

Untuk itulah dalam perkembanganya kriminologi menganggap sudah
saatnya dalam mencari sebab- sebab terjadinya kejahatan juga memperhatikan
pthak korban, maka lahirlah viktimologi .

Viktimologi lahir dari kandungan kriminologi. Pada tahun 1941 Von
Hentig menulis sebuah karangan dengan judul " Remarks On The Interaction Of
Partrater and Victim ". Tulisan Von Hentig dapatlah dianggap sebagai suatu
usaha perintis semacam embrio viktimologi. Enam tahun kemudian pada tahun
1947 Mendelsohn menulis sebuah makalah " New Bio Psycho-Social Horizsons

"

Victimologi ". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa istilah viktimologi
diciptakan oleh Mendelsohn (Sahetapy : 1987 25) .

Viktimologi berasal dari kata latin victima artinya korban, logos artinya
ilmu pengetahuan atau studi. Jadi viktimologi adalah Suatu studi atau
pengetahuan yang mempelajari masalah pengorbanan kriminil sebagai suatu
masalah manusia, merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi adalah bagian
dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau
pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan pengorbanan kriminal tersebut. Antara lain sebab- sebab dan akibatnya
yang dapat menjadi faktor viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen
atau menimbulkan (kejahatan). (Gosita, 1995: 13)

Sebagai disiplin ilmu baru yang merupakan bagian kriminologi dalam arti
luas ruang lingkup viktimologi dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri,
namun ruang lingkup ini tidak boleh dinggap statis, bahkan ilmu- ilmu yang sudah

mantap sekalipun dihadapkan pada permasalahan ruang lingkup. Perkembangan
masyarakat, ilmu dan tehnologi tentu membawa permasalahan tersendiri bagi
setiap ruang lingkup suatu ilmu, yang sejelas ruang lingkup viktimologi tidak

boleh dibatasi oleh ruang lingkup hukum pidana (Sahetapy:1987)
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Viktimologi tidak membatasi dirinya pada batas-batas ruang lingkup hukum
pidana, ia juga tidak harus mengikuti dan menetapkan ruang lingkup nya pada
batas- batas yang digariskan oleh kriminologi. Itu berarti viktimologi mencakup
dan memasukkan dalam ruang lingkup semua permasaiahan yang berkaitan
dengan korban dalam arti yang luas .

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk memberikan
sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia
yang menimbulkan penderitaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka
panjang yang berupa kerugian fisik, mental, atau moral, sosial, ekonomis.
Kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang
melembagakan seperti Penegak Hukum, Penuntut Umum, Pengadilan, Petugas

Probation, Pembinaan Pemasyarakatan. (Gosita, 1995 :15).

2.3.2 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim. Menurut Soedarto perkataan pemidanaan sinonim
dengan perkataan penghukuman : Penghukuman ini dari kata dasar hukum
sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan
hukumnya (berechten). Jadi pemidanaan adalah suatu proses yang merupakan
usaha terakhir (Ultimum Remidium), dimana yang ditekankan disini adalah
tujuan dari pemidanaan tersebut yang bertolak dari dua sasaran pokok yaitu
"perlindungan masyarakat" dan “perlindungan atau pembinaan pelaku tindak
pidana”.

Mengutip Friedman dan Packer, Mardjono Reksodiputio, menuliskai
bahwa fungsi dan kegunaan hukum pidana dapat dikembalikan pada 2 ajaran
pokok :

1. Yang melihat hukum pidana sebagai pelindung dan pembela nilai-nilai
norma dalam masyarakat
2. Yang menekankan pada kegunaan yang maksimal bagi masyarakat .
Dalam hal yang pertama, maka titik berat diletakkan pada apa vang telah teriad
(melihat kebelakang), sedangkan dalam hal kedua titik berat diletakkan pada apa
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yang dapat dilakukan (melihat kemuka). jadi ada dua aspek pertama aspek
pembelaan atau menjadi tobat dan aspek kedua pembelaan diri masyarakat
terjadinya dan terulangnya perbuatan yang bersangkutan.(dalam Mulyana
W.Kusuma,1981: 127)

Syarat dari pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat
fundamental. Dalam Hukum pidana yaitu asas Legalitas (yang merupakan “asas
kemasyarakatan”) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan “asas
kemanusiaan”), dengan perkataan lain, pokok pikiran mengenai pemidanaan
berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung
jawaban pidana (Barda, Nawawi , 1996 :98-99).

Menurut Leo Polak (dalam Hamzah, Andi.1986a:20) Pidana harus
memenuhi 3 syarat yaitu:

|. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Tata
Hukum Obyektif.

[}

Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, jadi pidana
tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevenst.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Dilihat dari fungsional dan operasional pemidanaan merupakan suatu
rangkaian proses dan kebijaksanan yang konkretisasinya sengaja direncanakan
melalui tahap “formulasi”oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi “oleh
badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana
pidana.

Kegunaan daii pemidanaai {penjatubhiain sanksi pidana) dewasa ini adalah :
1. Untuk mencegah para warga masyarakat melakukan pelanggaran
hukum(deterrence)
. Sebagai alat untuk merubah pelanggar hukum dikemudian hari
(Intimidation dan Rehabilitation)
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2.3.3 Pengertian Kejahatan
A. Pengertian Keighatan Pada Umumnya

Sahetapy (dalam santoso dan Paul Tohalele,1998:5) menyatakan
kejahatan sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, berita pertalian
dengan kejahatan tidak pernali absen daiam pemberitaan, media massa setiap hari
Hal ini dapat dimaklumi oleh karena kejahatan ada dan selalu akan ada dalam
masyarakat manusia.

Batasan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya/berinterelasi
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan sebenarnya
merupakan suatu pemahaman yang dinamis dimana penilaiannya adalah subyektif
artinya penilaian terhadap tindakan tersebut dipengarui aleh waktii dan tempat
dimana masyarakat tersebut hidup.

Menurut Bemmelen ahli kriminologi bahwa hukum pidana memandang
kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat.
Sedang kriminologi mempelajari kejahatan sebagal suatu gejala sosial yang
melihat individu dalam konteks eksoferis. Hukum pidana melihat perbuatan
melanggar ketentuan hukum pidana sebagai kejahatan, sedangkan kriminologt
melihat bertenlangan dengan hati nurani manusia disebul kejahiatan.

Menurut tata bahasa istilah kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut
crime berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, misal pembunuhan, pencurian,
dan lain-lain, karena itu setiap perbuatan jahat terkandung didalamnya unsur
merugikan dan menjengkelkan (Sogjono,D :1973:3) .

Dilihat dari segi hukum (Legal definition), kejahatan adalah tindakan
yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana, Sedangkan seseorang dapat
disebut penjahat apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana,
yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pada waktu melakukan tindak pidana pelaku adalah orang dewasa atau
anak sebagaimana ditentukan dalam KUHP

)

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan ;
3. Adanya niat jahat dan niat itu telah diwujudkan;
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2.3.3 Pengertian Kejahatan
A. Pengertian Kejahatan Pada Umumnya
Sahetapy {dalam santoso dan Paul Tohalele,1998:5) menyatakan
kejahatan sudah merupakan bagian dar kehidupan manusia, berita pertalian
dengan kejahatan tidak pernah absen dalam pemberitaan, media inassa setiap hari
Hal ini dapat dimaklumi oleh karena kejahatan ada dan selalu akan ada dalam
masyarakat manusia.

Batasan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya/berinterelasi
antara fenomena vang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan sebenarnya
merupakan suatu pemahaman yang dinamis dimana penilaiannya adalah subyektif
artinya penilaian terhadap tindakan tersebut dipengaruti oleh waktu dan tempat
dimana masyarakat tersebut hidup.

Menurut Bemmelen ahli kriminologi bahwa hukum pidana memandang
kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat.
Sedang kriminologi mempelajari kejahatan sebagal suatu gejala sosial yang
melihat individu dalam konteks eksoferis. Iukum pidana melihat perbuatan
melanggar ketentuan hukum pidana sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi
melihat bertentangan dengan hati nurani manusia disebul kejahaian.

Menurut tata bahasa istilah kejahatan vang dalam bahasa Inggris disebut
crime berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, misal pembunuhan, pencurian,
dan lain-lain, karena itu setiap perbuatan jahat terkandung didalamnya unsur
merugikan dan menjengkeikan (Sogjono,D 11973:3) .

Dilihat dari segi hukum (Legal definition), kejahatan adalah tindakan
yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana, Sedangkan seseorang dapat
disebut penjahat apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana,
yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

l. Pada waktu melakukan tindak pidana pelaku adalah orang dewasa atau
anak sebagaimana ditentukan dalam KUHP

[

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan ;
3. Adanya niat jahat dan niat itu telah diwujudkan;
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4 Perbuatan tersebut merugikan masyarakat (negara), perseorangan
(SoedjonoD, 1973 :14 -15).

Pendapat berikuinya dikemukan oleh Saparinah Sadli, kejahatan
merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan
melekat pada tiap bentuk masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang sepi
dari kejahatan, dan itu merupakan suatu ancaman yang nyata maupun terhadap
berlangsungnya ketertiban sosial (Barda Nawawi Arief, 1986: 17).

Kejahatan menurut kriminologi memiliki dua (2) dimensi yaity : (a)
Faktor motif, (b). Faktor sosial yang memberikan kesempatan bergerak. Bonger
menggolongkan berbagai kejahatan dalam 4 (empat) golongan :

|. Kejahatan Ekonoii

2. Kejahatan Seksuil

3. Kejahatan Agrisif

4. Kejahatan Politik

Secara sosiologis dipandang sebagai perbuatan yang sangat anti sosial
yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian
penderitaan (hukuman/tindakan).

Menurut Sue Titus Reid yang disalin oleh Mailoa.(dalam Santoso,
Thomasdan Paul Tahalele ,1998:167) “Kejahatan secara hukum maka ada hal-hal
vang perlu diperhatikan Yaitu :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja ommisi dalam pengertian ini
seorang tidak dapat dipidana, hanya karcna pikirannya, melainkan
harus ada suatu tindakan/kealpaan dalam bertindak, kegagalan untuk
bertindak dapat juga merupakan kejahatan

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana

3. Yang dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui
secara hukum

4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dalam
pelanggaran.

Kejahatan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :
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I. Kejahatan Konvensional : Pencurian, Perampokan, pembunuhan dan

sebagainya.

)

Joan Miller membagi kejahatan dalam 4 (empat) kategort :

|. Kejahatan Korporasi : Merujuk pada aktifitas yang dilakukan oleh
eksekutif, demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang
berakibat kerugian pada masyarakat, misalnya pencemaran

lingkungan hidup

[

Kejahatan Jabatan - Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh

pejabat atau birokrat, misal: korupsi, manipulasi

_l.pJ

Kejahatan profesional : menyakup berbagai lapangan kerja, misal :
dokter, notaris, pengacara

4. Kejahatan Individu : Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk
mendapatkan keuntungan pribadi, misal pekerja yang melakukan
perbuatan menyimpang.

(Santoso, 1999 :47-48)

B. Kejahatan scks terhadap perempuaa

Pengertian  kejahatan seks ini terlalu luas. Dilema kejahatan seks
terhadap perempuan sejak dahuln sampai sekarang masih sering merupakan suatu
problem yang pengertiannya sangatlah pelik sekali terutama dalam masalah
perlindungan dan sanksi-sanksi yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan
dan kehidupan bermasyarakat. Sebelum mengungkap lebih jauh konsep kejahatan
seks terhadap perempuan, terlebih dahulu disampaikan definisi dari seks itu
sendiri

Seks menurut Sadli (1995) adalah perbedaan jenis laki-laki dan
perempuan karena biologis dan anatomis memberikan peranan kodrat / alami.
Kenyataan tidak meniadakan bahwa secara jasmaniah perempuan mengalami hal-
hal yang khas. Keadaan khas bersumber pada aspek biologisnya ialah hanya
perempuan yang memiliki ciri- ciri fisik yang berbeda dengan laki-laki ialah
hanva perempuan yang mengatami siklus haid, mengandung,melahirkan dan

menyusui serta mengalami monopouse (dalam Nur diyah , 2000 ;Makalah)
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Hubungan seks (relasi seks) disini harus dilakukan secara normal
dengan bertanggung jawab. Relasi Seksual yang normal mengandung pengertian
sebagai bertkut

1. Hubungan tersebut tidak menimbulkan cfek-efek yang merugikan, baik
bagi diri sendiri maupun bagi partnciya.

7 Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan
atau perkosaan

sedangkan bertanggung jawab mengandung pengertian kedua belah pihak

menyadari akan konsekuensinya dan berani memikul tanggung jawab

terhadapnya. jadi baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa relasi
seksual itu harus dilakukan dalam batas-batas norma etis/ susila, sesuai dengan
norma masyarakat dan norma agama, hal ini mewajibkan manusia melakukan
hubungan seks dalam satu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang

sah (Kartono,1989 :226)

Selain relasi seks yang normal ada juga relasi seks yang tidak normal
yaitu relasi seks yang tidak bertanggung jawab yang mencakup perilaku-perilaku
seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapain orgasme lewat
relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama,
atau dengan partner vang helum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma
tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Kejahatan seks disini adalah bentuk kejahatan yamg khusus, dimana
kejahatan ini menyeraig Kehofiatan {beniuk fisik) dari percinpuan secara
langsung yang melanggar batas-batas norma etis, agama dan hukum dalam
masyarakat. Adapun jenisnya :

1. Pornografi : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh
Debdikbud artinya : a. menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan
lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, mereka
mengumandangkan argumentasinya bahwa ... merendahkan kaum wanita.
b.Bahan vyang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk

membangkitkan nafsu birahi dalam seks.
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Zina :artinya (a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang
tidak terikat oleh hubungan pernikahan (Perkawinan), (b). Perbuatan
bersenggama, seorang yang lerikat perkawinan dengan scofang perempuail
yang bukan istrinya untuk seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan
seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Perkosaan, terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan
pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan diluar perkawinan. Ada
juga perkosaan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan (marital rape) .
Pencabulan, artinya segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan)
atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi
kelamin, misalnya ; meraba-raba anggota kemaluan dan sehagainya (Soesilo
dalam Leden Marpaung)

Incest artinya persetubuhan antar saudara

Sexsual harassment (pelecehan scksual) artinya suatu tindakan merendahkan
kaum perempuan

Statutory rape (persetubuhan dengan anak dibawah umur) disini hampir sama
dengan pedofillia yaitu pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil
anak dibawah umur sebagai obyeknya .

Deceiful rape (persetubuhan dengan tipu daya)

Homoseksual artinya dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis
kelamin yang sama (homoseksua) sedangkan "leshian " wanita yang cinta
birahi kepada scsamia jeiiis, wafiiia homoscksual.

Pelacuran (prostitusi) ; merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola
organisasi impuls-impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan dorongan seks
yang tidak terintegrasi dalam kepribadian, sehingga relasi seks itu sifatnya
impersonal tanpa afeksi dan emosi (kasth sayang), berlangsung cepat, tanpa

mendapatkan orgasme di pihak perempuan (Kartono:1989:232)

Molestion (kekerasan terselubung) yaitu memegang atau menyentuh bagian

tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa

kerelaan si pemilik tubuh .
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Bentuk kcjahatan scks sangat luas, disini penulis membatasi pada
pengertian  kejahatan seks yaitu : perkosaan Secara Umum perkosaan atau
pemaksaan kehendak kepada sescorang atau dari satu pihak kepada pihak lain,
yang dipaksa untuk mau dengan tujuan untuk keuntungan dan kepentingan bagi
pihak pemaksa atau pemerkosa. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan
paksaan untuk mendapatkan pelayanan sexual tanpa kerelaan yang bersangkutan
Adapun karakteristik umum perkosaan adalah :

| Motivasi kekerasan lebih menonjol dibanding dengan motivasi

seksual semata

2. Secara psikologis tindak perkosaan lebih banyak mengandung

masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu dan
keinginan seksual

3. Korban perkosaan adalah perempuan yang lemah secara fisik.

(Atmasasmita, Romli, 1995 : 241)
Rumusan perko%:idﬁ menurut Blacks Law Dictionary adalah ;

“Unlaw sexual intercourse with a female without her consent.The
unlawful carnal knowledge of a woman by man forcibly and against her
will. The act of sexual intercourse comitted by man with a woman not his
wife and without her consent, committed when woman resistance Iis
overcome by force or fear, or under prohibitive conditions ... “

dari definisi diatas tampak perkosaan terjadi terhadap perempuan yang

bukan istrinya, maka jika dilakukan penafsiran a contrario maka

perkosaan terhadap istri (marital rape) belum diatur dalam hukum positif

meskipun dalam kenyataan merupakan perkosaan. Terhadap kasus
marital rape dalam hukum Indonesia belum melindungi perempuan.
Groth dan Bimbauin {1979) mengidentifikasi perkosan dalam tiga jeriis .

1. Anger rape: dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana
menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan serangan
fisik yang berlebihan terhadap kotban

2. Power rape: terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya

terhadap korban
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3. Sadistic rape : apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan
agresi yang ditujukan pada keinginan psikotik untuk menyiksa atau
menyakiti korban .

(Harkrisnowo, 2000, makalah).

2.3.4 Pengertian Korban Kejahatan

Korban secara sempit diartikan sebaga korban kejahatan, jadi ada orang
yang menderita karena perbuatan jahat orang lain.

Menurut Arif Gosita (1993:63) korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari
pemenuhan kepentingandiri sendiri atau orang lain yang hertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Sahetapy (1987:35)memberikan penjelasan tentang korban secara umum
yaitu korban adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka-luka) maupun
non fisik (biaya, hilangnya pendapatan yang mungkin diperolehnya dan kerugian
kerugian lain yang tidak dapat dinilai dengan uang).

Selanjutnya Arif Gosita (1993:101) memberikan penjelasan lebih lanjut
tentang korban kejahatan sebagai berikut" Korban kejahatan adalah mereka yang
menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau
memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun pihak yang menderita ".

Mereka disini dapat bherarti individu atanpun kelompok batk swasta maupun

pemerintai.
Dalam Resolusi MU PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "Korban " ialah orang- vrang baik secara individual maupun
koiektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat)
yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara,
termasuk peratura -peraturan yang melarang penyalah gunaan,
kekuasaan. Dalam bagian lain  dinyatakan, khususnya sewaktu
menjelaskan Victims of Abuse of Power bahwa pengertian korban
(victim) termasuk juga orang-arang yang menjadi korban dari

perbuatan-perbuatan(tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan
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3.1 PENGERTIAN KORBAN KEJAHATAN SEKS TERHADAP
PEREMPUAN

Berbicara tentang korban maka pengertiannya sangat luas, merujuk
pendapat Arif Gosita (1993:101) yang mengatakan bahwa : .

"Korban kejahatan adalah mercka yang menderita fisik, mental, sosial

sebagai akibat dari tindakan jahat mercka yang mau memenuhi

kepentingan diri sendiri ataupun pihak yang menderita ".
Mereka disini dapat berarti individu ataupun kelompok baik swasta maupun
pemerintah.

Dari pendapat diatas penulis mengartikan korban kejahatan seks adalah
seorang (perempuan) yang menderita kerugian baik fisik, mental dan sosial
sebagai akibat tindakan jahat karena relasi scks vang didasari dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan diluar kehendaknya yang bertentangan dengan norma-
norma vang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelaku. Kerugian tersebut
juga dialami baik secara langsung maupun tidak langsung oleh keluarga dan
masyarakat / lingkungan tempat tinggal (millieau).

Kejahatan seks terhadap perempuan berdasarkan data dari Pusat Krisis
Terpadu (PKT) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta hingga

Oktober 2000 tercatat 142 kasus kekerasan fisik /seksual terhadap perempuan dan

anak anak.
Jumlah kasus pada Anak Jumlah kasus pada perempuarn ]I Total ‘
f Seksual | Fisik/Neglect | Seksual T Kekerasan |
P L P L Dalam Rumah |
Tangga (KDRT)

Juni | 7 - - 5 - 6 | 18

| Juli 13 3 - 9 - 11 36

| Agst | 18 - 1 5 1 6 z1

Sept 10 - 1 10 1 13 35
Pl i s 1 - 8 32 |
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data diatas menunjukan bahwa kejahatan seks tidak hanya terjadi pada
perempuan tapi bisa terjadi pada laki-laki. Tetapi karena penulis akan membahas
tentang korban perempuan maka keberadaan korban laki-laki  penulis
kesampingkan.

Fakta vang diungkapkan dalam kasus ini adalah perkosaan maka
sebelum memberikan definisi tentang perkosan dapat ditarik dart perumusan
pasal 285 KUHP pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah
"barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan
‘maka ia telah melakukan perkosaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
Jamamya 12 tahun". Dari definisi pasal 285 KUHP dapat ditarik beberapa
pengertian :

a. Korban Perkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur (obyek)

b. Korban harus mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini

berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan
tindakan perlakuan pelaku.
¢. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai
dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan
tertentu .
Jadi korban perkosaan adalah seorang perempuan yang dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain  diluar perkawinan
(Gosita, 1993: 48-49).

Pasal 285 KUHP mensyaratkan, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan
haruslah laki-laki. dan korban haruslah perempuan. Masalah hanya laki-laki yang
dapat menjadi pelaku tindak perkosaan di Indonesia, menurut Sofyvan Dahlan
(1990:121). menyatakan bahwa nampaknya pembuat undang-undang sadar bahwa
dari sudut biologik, laki-laki hanya dapat melakukan persetubuhan dalam keadaan
aktif (mengalami respon seksual); sedangkan Wanita dapat melakukan
persetubuhan dalam keadaan aktifimengalami respon seksual) maupun dalam

keadaan pasif.
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Secara yuridis pasal 285 KUHP memberikan perlindungan terhadap
perempuan, bukan hanya seksual intercourse tapi lebih ditekankan pada adanya
kekerasan atau ancaman kekerasan (perlakuan terhadap pelakunya) sedangkan
perlakuan terhadap korban perempuan belum secara nyata menyentuh  din
perempuan baik dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan.

Arif Gosita(1993:50) membagi korban perkosaan dalam 4 kelompok

a. Korban Murm
» Korban perkosan vang belum pernah berhubungan dengan pihak
pelaku sebelum perkosaan
» Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pelaku
sebelum perkosaan
b. Korban Ganda
Korban perkosaan yang mengalami berbagai penderitaan mental,
fisik. dan sosial.
¢. Korban Semu
Korban vyang sebenarnya sekaligus juga pelaku, 1a berlagak
diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku ;
» Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya
sendirt
» Ada kemungkinan ia berbuat demikian demi kepentingan yang
menyuruh. Dalam pengertian tertentu pelaku menjadi korban
tindakan kejahatan lain .
d. Korban yang Tidak Tampak
Adalah korban vang pada hakikatnya mengalami kekerasan,
penganiayaan tapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita
kekerasan, menurut pandangan golongan masyarakat tertentu.
Dalam kasus ini yang menjadi korban kejahatan seks (perkosaan) adalah
Suhaimi Abdul Haji. Dimana ia harus menanggung penderitaan baik fisik maupun
Psikis. Usia Suhaimi Abdul Haji yang masih dibawah umur (14 tahun) membuat

dia semakin menanggung beban vang cukup berat. Di sini Suhaimi Abdul Haji
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pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku tetapi
sudah merupakan pelanggaran menurul norma-norma Hak Asasi

Manusia yang diakui secara internasional. (Barda, Nawawi, 1998 :54)
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mengalami  viktimisasi ~ struktural.  Unsur-unsur struktur  sosial  yang
mengakibatkan viktimisasi struktural antara lain:

¢ Kepentingan

¢ Lembaga-lembaga sosial

¢ Nilai-nilai sosial

¢ Norma-norma

¢ Status

4 Peran

Suhaimi Abdul Haji mengalami viktimisasi struktural akibat status dia
sebagai murid yang harus hormat pada nilai-nilai sosial terhadap Raib Hi Wajir
vang bertindak sebagai guru ngajinya. Di sini Suhaimi Abdul Haji tidak berdaya
secara fisik dan psikis karena adanya dominasi dari nilai-nilai sosial, status dan
peran dia sebagai murid terhadap gurunya.

Suhaimi Abdul Haji (korban perkosaan) juga menjadi korban dari sistem
pembuktian vang tidak menjamin perlindungan hukum atas harkat dan martabat
perempuan sebagai seorang individu dimana masalah pribadinya dengan sangat
terpaksa harus diungkap dimuka umum, dilihat dari kriminologi justru akan
mengakibatkan terjadinya proses stigmatisasi dalam diri korban (perempuan)
untuk selama hidupnya.

Di luar dari keputusan Mahkamah Agung terdapat perkembangan dalam
literatur mengenai akibat dari kejahatan seks (perkosaan). Ada dua dampak yang
timbul akibat perkosaan terhadap perempuan, pertama timbulnya trauma
berkepanjangan dan kedua rusaknya organ reproduksi perempuan. Wujud darni
trauma bisa berupa shok, rasa takut, panik, rasa ternoda atau kotor sedang disisi
keschatan reproduksinya akan muncul tiga hal, pertama korban akan takut
berhubungan seks sekalipun secara fisik ia telah dinyatakan sehat, kedua korban
bisa tertulari penyakit menular seksual, ketiga perkosaan bisa menimbulkan
kehamilan vang tidak diinginkan atau unwanted pregnancy .

Sab'ah (1997) mengatakan akibat perkosaan bagi wanita secara garis besar

trauma paska perkosaan menimbulkan pengaruh yaitu :
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| Usia sckitar 6 tahun akan mengakibatkan terjadinya kegelisahan, mimpi
buruk, dan perilaku seksual yang menyimpang .

Y. Usia 12 sampai dengan 17 tahun mengakibatkan ketakutan, menjadi
agresif. ncusolik berupa main dengan boncka, masturbasi berlebihan,
menuntut orang lain melakukan rangsang seksual dan memasukan beida
ke genitai  ataupun anal, bisa juga menimbulkan  gangguan
mental/mengalami kelainan-kelainan fisik, sikap seksualnya juga bisa
menjadi begitu bebas, berkecenderungan bersenggama dengan siapapun

(promis unity) .

3.2 Pemidanaan Terhadap Penjahat Seks

Penjatuhan pidana berhubungan dengan peradilan pidana. Apabila
berbicara tentang peradilan pidana maka bayangan akan terarah pada perangkat
negar vang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, disatu pihak dan terdakwa serta
pembelanya dipihak lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu
kejahatan terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Pfenninger
dengan sinis mengatakan bahwa korban kejahatan menjadi cinderella dari hukum
pidana (Mattalata,1970). Dalam istilah Samuel Walker korban kejahatan
merupakan forgotten person karena kenyataannya sistem peradilan memang
melupakannya.(dalam Santoso, 1990:107)

Mengingat bahwa KUHP hanya mengatur jenis pidana dan ancaman
pidana maximum. sedangkan pedoman pemidanaan yang diatur masih sangat
terbatas sekali, maka diskresi penjatuhan pidana vang diberikan oleh hakim
sangat besar sekali. Akibatnya ialah dalam prakiek pemidanaan terlihat disparitas
vang kadang-kadang sangat menyolok. Disparitas itulah vang mengakibatkan
korban sering kali diperlakukan tidak adil.

Korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan sering kah
kepentingannya tidak diperhatikan sehingga timbul bermacam-macam pandangan
negatif terhadap hukum seperti balas dendam, menghakimi sendini  dan timbul

rasa tidak percava terhadap hukum.
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Masalah pemidanaan dalam kasus 1ini sangatlah kurang memenuhi
keadilan, vakni pelaku (Raib Hi Wajir) yang berdasarkan putusan No. 31
Pid B/1983/P.N Tte dibebaskan, sedangkan dalam putusan kasasi berdasarkan
pada putusan Mahkamah Agung R.1 Reg Nomor 612.K/Pid/1985 pelaku (Raib Hi
Wajir ). dipidana penjara selama 2 tahun potong tahanan. Hal ini jelaslah terjadi
disparitas pidana hakim. Dimana sanksi hukuman atau vonis hakim sangat ringan
pada pelaku kejahatan seks (pemerkosa). Hukuman itu sama sekali tidak
menjerakan padahal ancaman hukuman berdasarkan pasal 285 KUHP maksimum
hukuman perkosaan adalah 12 tahun. Disini terlihat kesenjangan antara das sollen
dengan das sein yakni hukum yang dijatuhkan tidak seimbang dengan apa yang
terjadi dalam KUHP (dalam  Sugiri 1996:41) .

Hakim sangat berperan dalam penjatuhan pidana, untuk itu diperlukan
kepekaan dan rasa keadilan seorang hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.
Dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seks khususnya perkosaan harus
diorientasikan pada masalah Korban. Maka kriteria yang mungkin patut
dipertimbangkan dan dikembangkan ialah kriteria materiil yang berorientasi pada
sifat atau hakikat dampak delik pada diri korban, misal untuk delik materil
tertentu vang jelas-jelas berakibat kerugian atau kerusakan atau penderitaan bagi
korban . Keoptimalan perlindungan yang langsung pada perempuan perlakuanya
masih kurang.

Kejahatan seks merupakan masalah yang harus ditangani secara serius
karena apabila ditelaah, kejahatan ini tidak hanya merugikan segi masalah
materiil saja ataupun dampak bagi korbannya saja tetapi mengancam kepentingan
bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kalau dilihat dari segi idealnya berarti
merugikan aset generasi muda baik secara kuantitas maupun segi kualitasnya.
Pemidanaan bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pelaku agar tidak
mengulangi terjadinya kejahatan yang baru. Jika pemidanaannya saja terlalu
ringan maka pelakunya akan cenderung mengulangi kembali perbuatannya dan

bagi calon pelaku tidak akan merasa takut.
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Hukum positif Indonesia memasukkan kejahatan seks dalam delik susila,
adapun dasar -dasar pemidanaan dalam delik susila menurut Oemar Seno
Adji(1973:19-20) pada pokoknya:
|. Pada pokoknya dicari syarat kuisheid, chastity, seksual purity atau decency.
2. Untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampal

menghadapi "shocks" dalam perkembangan seksual mereka.

tad

Usaha untuk mencegah orang-orang yang tidak berdaya (misal: orang yang
tidak sadar terhadap serangan seksual.
4 Didasarkan atas suatu hubungan kekuasaan, yang tidak dapat disalah gunakan

untuk tujuan -tujuan seksual.

L

Unsur kekerasan dipergunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap mereka
yang hendak melakukan perbuatan-perbuatan seksual diluar perkawinan.
6. Sebagai rudemsi dari fikiran dahulu untuk melindungi perkawinan yang
regulier,

7. Untuk menghadapi keuntungan financial yang berlebihan (pasal 282 KUHP).

Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan dicantumkanya sanksi pidana minimal,
sebagaimana tercantum dalam Rancangan KUHP dimana dinyatakan bahwa
ancaman pidana minimal bagi pelaku pemerkosaan adalah 3 tahun. Dengan
adanya minimum pidana tersebut setidaknya ada kesamaan pidana yang
dijatuhkan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan SEMA
No0.05 tahun 1973 tentang pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat
kejahatannya. Untuk mengurangi disparitas pidana tersebut maka dianjurkan pada
setiap pengadilan untuk memberikan patokan penjatuhan pidana (fixed sentence),
dengan kemungkinan penjatuhan pidana vang lebih berat atau lebih ringan asal
diberikan pertimbangan yang cukup.

Pelaku tindak pidana perkosaan harus dihukum berat jika nantinya
dalam masa pemidanaan ada yang meringankan pelaku, lembaga pemasyarakatan
berwenang mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani. Jika memang

terdapat hal-hal yang meringankan dan kelakuannya baik.
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Viktimologi relevan dan bermanfat untuk memberikan dasar pemikiran
dan pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku
manusia vang menimbulkan penderitaan dan korban baik mental, fisik, sosial .
Relevansi viktimologi untuk memberikan pemikiran mengenai perlakuan dan
evaluasi KUHAP. khususnya vang berkaitan dengan masalah ganti kerugian.
Lebih lanjut Makamah Agung mengeluarkan Surat Edaran M.A. Nomor | Tahun
2000 yang meminta para hakim menjatuhkan putusan  setimpal terhadap
pemerkosa dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Masalah ganti kerugian pada pihak korban adalah masalah yang
kompleks oleh karena itu  perlu diadakan aturan vang jelas agar korban
mendapatkan ganti kerugian menurut proporsi yang sebenarnya. Mengenai ganti
kerugian vang harus dibayar oleh terhukum pada korban atau keluarganya,
meskipun dalam ketentuan secara diam-diam sifat pidana akan bergeser kesifat
keperdataan, tapi itu lebih baik karena perkembangan ilmu hukum pidana dan
kriminologi menunjukkan perluasan optiknya schingga perhatianya juga
terorientasi pada korban .

Mempertimbangkan bahwa kerugian materiil dan immateriil yang
diderita oleh perempuan sebagai korban, maka status korban undang-undang
harus menjadikan hal-hal yang dapat memberatkan pidana. Merujuk pasal 98
sampai pasal; 101 KUHAP masalah ganti kerugian materiil dan immateriil korban
harus dapat memperoleh secara cepat tanpa prosedur yagberbelit-belit, misalnya
dengan memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan ganti kerugian
bersama-sama pidana pokok, dengan demikian proses ganti rugi gugatan perdata
dapat dihindari.

Selama ini bagi pelaku kejahatan seksual hanya dikenakan pidana
penjara, yang sama dengan pelaku tindak pidana lain, alangkah lebih baiknya
apabila dalam pemidanaanya pelaku mendapatkan perlakuan yang lebih intensif
dengan memberikan bimbingan kejiwaan melalui pendampingan oleh para ahli
dan diberikan bimbingan keagamaan yang lebih baik dari pada sebelumnya
sehingga timbul penyadaran pada dirinya bahwa apa yang dilakukan melanggar

norma-norma vang ada dalam pergaulan masyarakat, serta menumbuhkan rasa
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empati terhadap korban untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan mereka bahwa
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah permanen dampaknya serta
merupakan penderitaan yang abadi sifatnya bagi diri korban (perempuan).

Selama ini bagi pelaku kejahatan seksual hanya dikenakan pidana
penjara, vang sama dengan pelaku tindak pidana lain, alangkah lebih baiknya
apabila dalam pemidanaanya pelaku mendapatkan perlakuan yang lebih intensif
dengan memberikan bimbingan kejiwaan melalui pendampingan oleh para ahli
dan diberikan bimbingan keagamaan yang lebih baik dari pada sebelumnya
sehingga timbul penyadaran pada dirinya bahwa apa yang dilakukan melanggar
norma- norma yang ada dalam pergaulan masyarakat, serta menumbuhkan rasa
empati terhadap korban untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan mereka bahwa
akibat vang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah permanen dampaknya serta

merupakan penderitaan yang abadi sifatnya bagi diri korban(perempuan )

3.3 Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Memberikan Perlindungan
Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Seks.

Kendati kejahatan seks masuk dalam kekerasan terhadap perempuan terus
berlangsung. Upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah dan menghapus
tindak kekerasan terhadap perempuan belum berarti (signifikan). Barulah atas
desakan organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat anti kekerasan,
Presiden RI mengeluarkan Keppres R 1 No 181 Tahun 1998 tentang Komisi
Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai tindak lanjut pada tanggal
24 Novenber 1999 ditandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan
masvarakat oleh sejumlah organisasi non pemerintah, perempuan korban tindak
kekerasan dan para menteri kabinet terkait.

Masalah perlindungan korban kejahatan merupakan bagian dari masalah
perlindungan Hak Asasi Manusia, oleh karena ada keterkaitan antara keduanya
sebagaimana dinyatakan oleh Zvonimir Pour Separovic " The right of the victim

are component part of the consept of Human Rights".
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Kebijakan ini harus bertujuan untuk menegakkan keadilan, bantuan dan
panti kerugian bagi korban kejahatan serta menciptakan strategi pencegahan yang
lebih efektif dalam mengurangi penderitaan dan banyaknya terjadi korban.

Kebijakan di sini diartikan luas yaitu baik kebijakan yang bersifat legal
ataupun kebijakan yang non legal. Jika selama ini korban hanvalah bagian kecil
dari atau sering terabaikan maka sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan
vang lebih mengena

|. Kebijakan yang melalui pendekatan Legal :

Kebijakan ini dibedakan dalam 2 (dua) model vakni:
4 Model hak-hak Prosedural (the prosedural rights model) atau model
partisipasi langsung atau mouf yaitu:

_  Penckanan diberikan pada dimungkinkanya Korban untuk
memainkan peranan aktif dalam proses dalam proses kriminal
atau dalam proses peradilan (dalam hak untuk mengadakan
tuntutan opidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk
dihadirkan dan didengar (testimoni) disetiap tingkatan sidang
pengadilan dimana kepentinganya terkait di dalamnya), misalnya
hak untuk diminta konsultasi oleh lapas sebelum dilepas
bersyarat, hak untuk mengadakan perdamaian, hak untuk
mengadakan peradilan perdata.

b. Model Pelayanan (service model) atau model partisipasi tidak
langsung/pasif yaitu:

- Diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban
kejahatan vang dapat digunakan oleh polisi, pendekatan ini
melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani
dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Pendekatan di atas hanya dapat dilakukan apabila korban kejahatan

seks atau masyarakat yang mengetahui kejahatan tersebut

menginginkan pelaku  kejahatan  seks (perkosaan) dikenakan
hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu korban atau

masyarakat vang mengetahui harus melaporkan kejahatan yang
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dialaminva pada polisi. Agar pelaku dikenakan hukuman, di sim
harus dilihat bahwa kejahatan seks (perkosaan) bukanlah delik aduan
tapi delik murni artinya walaupun ada pencabutan laporan dari
pelapor. pihak polisi tidak boleh menghentikan penyidikan. Untuk
memberikan perlindungan korban dan mencapai tujuan hukum
tersebut pemerintah dan masyarakat harus mengenal sistem hukum
kita baik dari segi °

¢ Subtansi Hukum (legal Subtanstif). Kejahatan seksual didasarkan
pada rumusan KUHP yang dicukupkan pada Bab Tindak Pidana
Asusila dengan terlalu memperhatikan kontruksi pembuatan dan
mengabaikan rasa keadilan korban yang dalam hal ini adalah
perempuan. Rumusan tindak pidana yang adapun sangat sempit dan
terbatas  keharusan adanya barang bukti sebagai syarat pemenuhan
terjadinya kejahatan sek terhadap perempuan sangat jarang
ditemukan. Begitupun dalam rancangan KUHP yang baru khususnya
pasal 389 (14.11) maka pengertian perkosaan sendiri lebih luas
dianggap sama dengan melakukan perkosaan barang siapa yang
melakukan hubungan seksual :
I bertentangan dengan kehendak perempuan itu,

2. tidak atas persetujuan perempuan .

J

karena salah sangka,

4. dengan perempuan yang belum berumur 14 tahun,

‘kh

dengan memasukkan alat atau benda- benda yang bukan alat
kelamin kedalam vagina atau anus perempuan,

6. memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut

perempuan (anal atau oral seks).

Dari sudut sistematikanya RUU KUHP tetap menempatkan masalah
vang berkaitan dengan kekerasan (kejahata seks) terhadap perempuan di
bawah bab tentang kejahatan kesusilaan. Hal ini berbeda dengan politik
negara lain: jika tidak mengaturnya dalam undang-undang tersendiri

misalnya Sexual Assault Act, mereka menempatkanya di bawah bab
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tentang kejahatan terhadap orang atau tubuh manusia (misalnya
Singapura dan Malaysia) sementara kecenderungan umum di tingkat
Internasional menempatkanya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
(Crimes Againts Humanity).
¢ Penegakan hukum (Legalstructure). Para penecgak hukum
menafsirkan ketentuan KUHP secara ketat schingga seringkali fakta
tentang kejahatan seks (perkosaan) terhadap perempuan Kkabur,
hanva karena fakta tidak sesuai dengan rumusan delik serta
keharusan adanya barang bukti sering kali merugikan korban. Saat
ini Kepolisian sudah menyediakan Ruang Pemcriksan Khusus
(RPK) di Poida dan Polres dengan perempuan yang menangani
kasus dengan harapan mereka cukup peka terhadap kebutuhan
korban. Lebih lanjut Mahkamah Agung menghimbau pada para
hakim untuk menjatuhkan pidana setimpal terhadap pemerkosa
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dengan
dikeluarkanya SEMA No. 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar
setimpal dengan berat dan sifat kejahatanya.
¢ Di tingkat budaya (legal Culture). kurangnya dukungan dan
perlindungan serta solidaritas masyarakat terhadap perempuan
korban kejahatan seks (perkosaan), yang melakukan upaya hukum
vang sering terjadi masyarakat justru mencibir, menyalahkan dan
mengucilkan korban schingga kedudukan korban semakin lemah.
Untuk itu masyarakat harus dilibatkan langsung dengan
mengembangkan tingkah laku pendidikan, memperluas atau
memperdalam tradisi, mengadakan kontak saling pengertian antara
mereka yang mengutamakan penilaian norma-norma dengan mereka
vang menjadi penentang norma-norma.
2 Kebijakan melalui pendekatan non legal (non litigasi), adalah
penanganan vang sifatnya langsung terhadap diri perempuan Koivaii

kejahatan seks, maka Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
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sesuai dengan rencana aksi Rehabilitasi pada korban atau keluarga
korban akibat kekerasan maka dibangunlah Pusat Pelayanan Krisis
(One Stop Crisis Service Centre) di setiap propinsi dan kabupaten
vang diharapkan mampu memberikan rasa aman, bantuan perawatan,
bantuan pelayanan psikologi, bantuan penguatan mental atau rohani
dan bantuan perlindungan hukum kepada korban ataupun keluarga
korban. Adapun yang sudah beroperasi mulai 5 Juni 2000 adalah
Pusat Krisis Terpadu (PKT) untuk perempuan dan anak di Rumah
Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, vang melibatkan
berbagi disiplin keahlian dokter dan paramedis (FKUVRSCM) .yang
memiliki tenaga tujuh dokter umum, tiga perawat, empat pekerja
sosial dan seorang psikolog. Ada 2 (dua) jenis pertolongan vang
diberikan pada korban perkosaan
¢ Secara medik, menunjukkan pada pengobatan trauma, pencegahan
penvakit menular seksual atau pemberian kontrasepsi darurat agar
tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan
¢ Secara psikologis, berupa dukungan moral konseling dan
pengobatan (Purnianti Mangunsong, Aura, Maret 2000) .
Dalam perkembangannya Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum
(LPPH) Golkar mempunyai gagasan bahwa sudah saatnya Indonesia
menggunakan lembaga kompensasi dan restrukturisasi sebagai mana merujuk
pada resolusi PBB no 40/34 butir 12 "bahwa apabila kompensasi tidak
sepenuhnya diperoleh dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lain, maka
negara harus berusaha menetapkan kompensasi kepada korban yang menderita
luka badan selama-lamanya atau merusak atau melemahkan kesehatan fisik dan
mentalnya dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi
tanggungannya dari orang yang mati atau cacat fisik, mental sebagai akibat dari
kejahatan berat atau serius”,
Kompensasi lebih bersifat keperdataan (civil in character), yang timbul
dari penuntutan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk

pertanggungjawaban masyarakat/negara (the responsibility of the soviety).
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Restitusi lebih bersifat pidana (penal in character), timbul dan putusan pengadilan
dan dibayar oleh terpidana merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (the
responsibility of the offender).

Selain hal tersebut diatas dalam penanganan non hukum ini bisa
dilakukan untuk mendukung proses penanganan secara hukum atau setelah
penanganan hukum dilaksanakan. Mendukung proses penanganan secara hukum
maksudnva adalah melakukan kegiatan guna membentuk opini publik schingga
dapat dijadikan alat pressure kepada aparatur penegak hukum yang sedang

memeriksa perkara.

3.4 Kajian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan seks
selama ini kurang efektif. Hal ini dikarenakan kejahatan seks hanya dicukupkan
pada Bab Kejahatan Kesusilaan, karena kesusilaan itu cukup luas dan dapat
berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya
pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilan bahkan dikatakan bahwa hukum itu
sendiri pada hakikatnya merupakan nilai kesusilan yang minimal (das recht 1s
does ethrsche minimum). schingga kejahatan seks vang ada sering kali tidak
termuat dalam peraturan perundangundangan .

Dari hal tersebut di atas seringkali kejahatan seks tidak terjerat oleh
peraturan vang ada karena memang dalam peraturannya tidak dimuat, dari segi
pelaku hal ini menguntungkan tapi bagi korban merupakan penderitaan yang
sangat besar dan tidak memenuhi rasa keadilan .

Penjatuhan pidana dalam perkara MA R.I Reg No. 612.K/Pid/1985
kurang mencerminkan rasa keadilan meskipun pada kenyataanya putusan perkara
pidana Reg. No. 612.K/Pid/1985 merupakan perbaikan dan putusan No.
31/Pid.B/1983/P.N.Tte, di mana terdakwa divonis bebas. Dalam kasus ini Suhaimi
Abdul Haji  mengalami viktimisasi struktural hal ini disebabkan korban

(perkosaan) juga menjadi korban dari sistem pembuktian yang tidak menjamin
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perlindungan hukum atas harkat dan martabat perempuan sebagai individu. Dalam
persidangan hakim pemeriksa pertama mengesampingkan hasil visum et repertum
dari dokter vang memuat kondisi korban dan hanya berpedoman pada pengakuan
dari terdakwa sehingga terlihat pertimbangan hukum yang digunakan hakim
sangat tidak melindungi korban .

Korban perkosaan sering kali mengalami kesulitan di mana korban
dibebani data atau bukti yang akurat sedangkan perkosaan merupakan kejahatan
spesifik dimana korban (sebagai saksi) berhadapan sendiri secara langsung dengan
pelaku sehingga sangat sulit memperoleh saksi, serta korban masih harus datang
sendiri untuk mendapatkan pemeriksaan dokter atau membuktikan peristiwanya
tanpa perlindungan yang memadai darn para penegak hukum.

Penulis berpendapat terhadap pelaku kejahatan seks (pemerkosa)
haruslah mendapat pidana vang berat untuk mencegah agar warga masyarakat
tidak melakukan pelanggaran hukum (deterrence) dan sebagai alat untuk merubah
pelanggar hukum dikemudian hari (Intimidation dan Rehabilitation) seperti
tujuan dari pemidanaan.

Selain itu dalam sistem peradilan pidana kepentingan pihak korban
haruslah diperhatikan oleh hakim, schingga pihak korban mempunyai lebih
banvak kesempatan menyatakan pendapat vang dapat mempengaruht kevakinan
hakim.Pemberian gcanti kerugian oleh hakim dengan pertimbangan untuk
meringankan penderitaan korban, perlu mendapat perhatian dari hakim.Jika hakim
berpegang pada undang-undang maka kepentingan korban akan terabaikan, hakim
hanva boleh terikat dengan undang-undang selama undang-undang mempunyai
anfaat sosial. Usaha mencapai keadilan tidak menutup usaha mencapal manfaat
sosial dan pelayanan terhadap manusia, keadilan bukanlah suatu subtansi yang
terlepas dari kenyataan tapi harus dikaitkan dengan kenyataan sosial dimana

korban seringkali dirugikan .
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

I

)

(%)

Korban kejahatan seks terhadap perempuan adalah kejahatan yang bersifat
spesifik (Hak Asasi Manusia) yang secara langsung menyerang kehormatan
(bentuk fisik) perempuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri
perempuan baik kerugian fisik. mental dan sosial akibat relasi seks yang
didasari atas kekerasan dan ancaman kekerasan diluar kehendaknva vaung
bertentangan dengan norma-norma  yang ada dalam masyarakat untuk
kepentingan pelaku Kerugian tersebut baik secara langsung maupun ftidak
langsung juga dialami oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal
korban(millieau)

Orientasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seks (perkosaan) selama ini
kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat utamanya perempuan.
Disparitas penjatuhann pidana sering kali terjadi karena tidak adanva ancaman
pidana minimum dalam KUHP schingga pemidanaan terhadap pelaku tidak
sebanding dengan akibat delik yang ditimbulkan terhadap diri korban
(perempuan), padahal korban telah mengalami penderitan yang sangat besar .
Kebijakan Pemerintah terhadap perempuan sclama ini masih bersifat in
abstracto,  sehingga keberadaan korban belum terlindungi secara nyata
dilakukan, hanya saja baru mulai dirintis dalam dua kebijakan yaitu
kebijakan legal dan kebijakan non legal. Kebijakan legal ditempuh pemerintah
dengan melalui tiga (3) sistem hukum kita yaitu dari segi : Subtans hukum
(legal subtansi), Penegak hukum (legal structure), Budaya tiwkum (legal
culture). Sedangkan kebijakan non legal dilakukan pemerintah yang sifatnya
langsung terhadap diri korban kejahatan seks(perkosan) baik secara medik
maupun psikologis, seperti pembangunan Pusat Pelayanan Krisis (One Stop

Crisis Service Centre) vang mulai dirintis di setiap propinsi.

39
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4.2 SARAN.

2

(US]

Adapun saran yang dapat penulis kem ukakan adalah sebagai berikut :

Perlu adanya reformasi perundang-undangan tentang perlindungan terhadap
saksi (korban) yang melaporkan atau melakukan upaya hukum

Memberikan bantuan medis, psikologis / psikiatris oleh negara kepada
korban. membantu seorang korban untuk jangan sampai menjadi calon korban
lagi dan melindungi serta membinanya jangan sampai menjadi orang yang
apatis.

Korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tetapi hak
tersebut belum digunakan secara maksimal, untuk itu semestinya  korban
diwajibkan untuk mengajukan gugatan finansial (perdata) kepada pelaku
dengan tujuan bukan untuk mengganti kerugian karena kerugian secara psikis
mungkin tidak bisa dinilai dengan materi tapi kerugian fisik  diharapkan

mampu terkurangi dengan adanya prosedur ganti kerugian.
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'PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

Jakarta, 30 Juni 2000
Nomor : MA/Kumdi!/197.A/NI/K/2000.

Kepada Yth.:
1. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. KETUA PENGADILAN NEGERI
Di
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN
Nomor : 1 Tahun 2000

Tentang

PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT
DAN SIFAT KEJAHATANNYA

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak
yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang
ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kwantitas serta
kwalitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan
pemidanaan secara khusus.

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi,
NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup,
Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana
yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana
tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa
keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebinan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah
terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat,
sehingga nilai dan noralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana
Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu
berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-
nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Demikian, untuk menjadi perhatian para Hakim.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

SARWATA, S.H.
Tembusan Yth. :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

- 3. Sdr. Hakim Agung Mahkamah Agung RI

VARIA PERADILAN 180 - 123
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